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ABSTRAK 

UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM 

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 

(Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur) 

Oleh: 

SEPTIAN JEFRI KURNIAWAN 

NPM 1502090044 

Jenis kerja sama yang terdapat di peternakan babi di Desa Selorejo Bedeng 

52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah kerja sama yang 

dilakukan dengan akad ujrah yang merupakan sewa-menyewa berbentuk jasa 

yang dibayarkan dalam bentuk upah atas jasanya. Perolehan upah yang di 

dapatkan oleh pekerja adalah dengan sistem bulanan yang di bayar setiap pada 

tanggal dua secara cash,tanpa dicicil ataupun di tangguhkan terlebih dahulu sesuai 

dengan perjanjian atau akad dengan pemilik peternakan atau penyewa jasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upah di peternakan 

babi bagi pekerja Muslim dalam perspektif Maqashid Syariah di peternakan babi 

Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti merupakan sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir 

induktif. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa upah pekerja Muslim di 

peternakan babi ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah adalah haram atau 

tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan dharurriyat tetap harus di 

utamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak 

keimanan nya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam 

adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaan nya selalu berinteraksi dengan babi. 

 

  



 
 

  



 
 

MOTTO 

 

                       

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
1
 

 

(Q.S. Al-Qhasash: 26) 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung: PT Cordoba International 

Indonesia, Cet. 1, 2012, 37 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-sia. Terdapat 

alasan yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdi kepada Allah 

Swt. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah Swt, maka 

manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang 

dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan 

mengharap imbalan atau upah berupa uang.
2
 

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan 

oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan 

yang diberikan Allah dan Rasul tentang tata cara bekerja atau berusaha 

yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada perintah untuk mencari rezeki 

Allah dari mana dan dalam bentuk apa saja.
3
 Dengan bekerja di suatu 

tempat tersebut pastilah yang di inginkan oleh tiap pekerja ialah upah. 

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau 

buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

                                                           
       

2
 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & AdeSy, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan 

Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Depok: Rajawali Pers. Ed. 1 Cet. 2, 2017, 225. 

       
3 Enizar, Hadis Ekonomi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. 1, 2013,  3. 



 
 

11 
 

akan dilakukan  (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003).
4
 Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi 

kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1))
5
. Ukuran layak adalah relatif. 

Dalam Al-Qur‟an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 233: 

...                      

                        

   
Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
6
 

 

Ayat ini berisi tuntunan Allah supaya para ibu menyusui bayinya 

disaat bayinya itu benar-benar membutuhkan air susu ibunya, yaitu hingga 

usia dua tahun. Adapun selebihnya, penyusuan sudah tidak diperlukan lagi 

oleh bayi, yakni bayi harus sudah diberi makanan tambahan untuk 

pertumbuhan badannya. Karena itu, para ulama menyatakan, bahwa anak 

susuan itu ialah jika menyusu sebelum umur dua tahun, dan selebihnya 

tidak dianggap anak susuan yang dapat mengharamkan perkawinan.
7
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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 Ibid. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung: PT Cordoba International 

Indonesia, Cet. 1, 2012, 37 
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 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, 

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 459 



 
 

 
 

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam 

Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu 

boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini 

berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 20 

Nomor 9 Tentang Ketentuan Umum menjelaskan, Ijarah adalah sewa 

barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
8
 

Dalam kajian hukum Islam, maslahat dikenal istilah maqashid 

syariah (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat 

berarti sama dengan merealisasikan maqashid as-syariah. Jadi, Maqashid 

Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan 

hukum.
9
 Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemasalahatan bagi 

manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi‟ (pokok 

dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, 

persamaan dan kemerdekaan.
10

 

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, 

khususnya umat Islam. Kemudian, bagaimana dengan upah pekerjaan 

yang ada di Indonesia dimana di dalamnya terdapat pekerja muslim yang 

bekerja sebagai karyawan di peternakan babi, bank konvensional dan lain 

sebagainya yang dirasa menimbulkan kemudharatan bagi agama, jiwa, 

akal, kehormatan serta bagi harta bendanya. Kemudian apakah upah dari 
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ketentuan Umum Pasal 20 Nomor 9. 

       
9
 Eva Muzlifah, Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2, 

2013, 78 

       
10

 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2010, xiv 



 
 

 
 

pekerjaan tersebut hanya menimbulkan kemudharatan semata. Ataukah 

disisi lain pekerjaan tersebut memiliki nilai positif yang menimbulkan 

kemaslahatan bagi para pekerjanya. 

Berkaitan dengan upah ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

upah pekerja muslim peternakan babi. Di Desa Selorejo Bedeng 52 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini terdapat peternakan 

Babi yang sedang dalam proses pengembangan dengan jumlah babi sekitar 

80 ekor. Peternakan tersebut memiliki 2 pekerja yang pekerjanya 

bertempat tinggal di sekitar peternakan babi tersebut yang semuanya 

beragama Islam. Pekerja di peternakan tersebut tahu bahwa babi adalah 

hewan yang bersifat najis hukumnya, tapi karena kurangnya lapangan 

pekerjaan di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur akhirnya mereka bekerja di peternakan babi tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan upah yang didapat dari 

bekerja di peternakan tersbut mampu memenuhi kebutuhan atau 

perekonomian keluarganya.
11

 

Dari 2 pekerja tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda, bapak 

Minun bertugas untuk memberikan pakan, membersihkan kandang, 

memandikan dan juga menjaga aktivitas dari babi tersebut. Dalam 

pemberian makan babi ini dilakukan sehari dua kali yaitu pada pagi dan 

sore hari, jenis makanan nya pun berupa makanan kering seperti dedak dan 

jagung. Untuk proses pemandian babi dan pembersihan kandang dilakukan 
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 Hasil wawancara oleh Bapak Minun pada tanggal 18 September 2019, pukul 10.52 wib 



 
 

 
 

sehari sekali pada pagi hari dengan cara disemprot menggunakan selang 

ukuran besar. Bapak Seno bertugas sebagai satpam, namun ia tidak bekerja 

secara menetap. Dari pekerjaan tersebut dapat dipahami bahwa ada pekerja 

yang selalu berinteraksi dengan babi karena bertugas memberi pakan, 

membersihkan kandang, dan memandikan. Jam kerja pekerja yang 

bertugas dibagian kandang babi ini bekerja setiap hari selama 24 jam 

karena pekerja ini diberikan tempat tinggal di dalam peternakan babi 

(mess). Penerimaan upah dilakukan dengan sistem bulanan. Upah yang 

diberikan kepada pekerja sudah UMR yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta 

rupiah).
12

 Kemudian para pekerja jika ingin beribadah khususnya sholat, 

mereka langsung menunaikan sholat begitu saja tidak membersihkan 

dirinya terlebih dahulu selepas dari mengurusi babi yang merupakan 

pekerjaan nya.
13

 

Kemudian pada saat berjalan selama 5 bulan lamanya semenjak 

peternakan babi ini berdiri, pekerja yang lama yaitu bapak Minun dan 

Bapak Seno telah berhenti bekerja dari peternakan babi ini. Alasan yang 

diberikan saat peneliti bertanya kepada Bapak Katiwuryono selaku pemilik 

peternakan ialah, bahwa para pekerja tersebut berhenti bekerja dari 

peternakan babi ini karena ada yang merantau kepulau jawa (Bapak 

Minun) dan telah memiliki usaha sendiri berupa warung sembako (Bapak 

Seno).
14
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 Hasil wawancara oleh Bapak Katiwuryono pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 20.43 wib 

       
13

 Hasil wawancara oleh Bapak Minun pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 10.23 wib 

       
14

 Wawancara dengan Bapak Katiwuryono (pemilik peternakan babi) di Desa Selorejo Bedeng 

52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2019 



 
 

 
 

Setelah keluranya dari dua orang pekerja tersebut, Bapak 

Katiwuryono mendapati lagi seorang pekerja yang berasal dari Jawa 

Tengah. Pekerja tersebut bernama Bapak Sugeng. Bapak Sugeng ini 

selaku pekerja baru mendapati tugas untuk mengurus di dalam peternakan 

secara sendiri. Beliau bertugas sebagai pemberi pakan, memandikan babi, 

membersihkan kandang, menjaga aktivitas dari babi, membuat biogas dari 

limbah kotoran babi, dan juga untuk mengamankan peternakan dengan 

diberikan upah nominal yang sama dengan pekerja sebelumnya yaitu 

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 

setiap bulannya.
15

 

Di dalam peternakan ini menariknya terdapat mesin daur ulang 

biogas, fungsi dari alat biogas ini adalah untuk mengubah limbah kotoran 

babi agar tidak mencemari lingkungan dengan cara di hancurkan dan 

dijadikan gas bahan bakar layaknya seperti gas elpiji untuk memasak. 

Manfaat yang didapatkan oleh warga masyarakat sekitar peternakan babi 

ini adalah mereka akan diberikan secara gratis biogas tersebut oleh pemilik 

peternakan yaitu Bapak Katiwuryono.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan upah pekerja peternakan babi yang dituangkan dalam 

sebuah karya ilmiah yang berjudul “UPAH DI PETERNAKAN BABI 

BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID 

SYARIAH (STUDI KASUS DI PETERNAKAN BABI DESA SELOREJO 
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BEDENG 52 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR)” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di 

atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimanakah 

Upah di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif 

Maqashid Syariah di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Upah di Peternakan Babi Bagi 

Pekerja Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Peternakan 

Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Ketika penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mencapai 

tujuan yang Peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Peniliti harapkan penelitian ini dapat: 

1) Memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi umat 

Islam. 



 
 

 
 

2) Menambah ilmu pengetahuan di IAIN Metro khusunya pada 

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di 

Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur agar mencari dan memilih pekerjaan yang 

banyak manfaatnya daripada mudharatnya sesuai dengan 

perintah Allah SWT. 

D. Penelitian Relevan 

Berkaitan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan 

perbedaan dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian 

terdahulu, maka peneliti akan menajabarkan penelitian terdahulu tersebut 

sebagai bahan untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elly Mahmudah, dalam skripsi 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja 

Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten 

Banyumas” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 

tahun 2016.
16

 Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang hukum 

pengupahan dari bekerja di peternakan babi. Adapun fokus 

pembahasannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap upah yang di dapat 

dari bekerja di peternakan babi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 
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 Elly Mahmudah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Terhadap Upah Pekerja 

Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”, Skripsi 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. 



 
 

 
 

yang dilakukan oleh peneliti dan berbeda dalam lokasi penelitian dan 

pemaparannya, dan juga dalam penelitian ini lebih berfokus pada 

Maqashid Syariah. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Lavi Sahida dalam skripsi 

yang berjudul “Pembayaran Upah Pada Toko Kancil di Pasar Negeri 

Jemanten Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur Menurut Hukum 

Ekonomi Syariah” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Metro Tahun 2017.
17

 Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem upah 

dalam Hukum Ekonomi Syariah. Fokus pembahasannya adalah mengenai 

sistem pembayaran upah pekerja yang ada pada Toko Kancil. Penelitian 

ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

dimana peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap 

upah pekerja di peternakan babi. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Suhri Hafid dalam skripsi yang 

berjudul “Studi Hajiyah Terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja Di 

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Babi) Surabaya” dari 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
18

 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang alasan pekerja muslim bekerja di 

rumah potong hewan babi. Fokus pembahasannya adalah mengenai alasan 

bekerja di rumah potong hewan babi dilihat dari studi hajiyah. Penelitian 
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ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

dimana peneliti akan membahas mengenai Maqashid Syariah terhadap 

upah pekerja muslim di peternakan babi. 

Dalam beberapa penelitian yang dijelaskan memiliki perbedaan 

dalam penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada fokus pembahasan, 

serta lokasi yang menjadi sasaran berbeda dengan penelitian yang 

terdahulu. 

 

  



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Upah 

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai 

kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang 

atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan. Upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak; baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah; 

harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, yang dapat diukur 

dari dua aspek, yakni secara syar‟i dan „urf (adat kebiasaan).
19

 

Dalam Hukum Ekonomi Syariah Upah dalam bahasa arab 

disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti‟iwad (ganti), 

oleh sebab itu al-sawab pahala dinamai juga al-ajru atau al-ujrah 

upah. Pembalasan suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan atas 

manfaat suatu pekerjaan.
20

 

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil dipahami bahwa upah 

atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat 

bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu 

kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan 
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prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya dan 

pembayaranya sesuai dengan akad (kontrak) yang telah disepakati. 

2. Dasar Hukum Upah 

a. Al-Qur‟an 

                      

      

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". (Al-Qhasash: 26)
21

 

 

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa jasa 

dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa 

seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk bekerja atas 

jasanya, tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala 

bentuk sewa jasa.
22

 

...            ... 
Artinya:...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...(Al-

Talaq: 6).
23

 

Sayyid Quthb menafsirkan, maksudnya menyusukan anak-

anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah 

kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan dan 

bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik 
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menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan 

sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan.
24

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam menyewa jasa 

orang lain untuk menyusui anaknya, maka harus memberikan upah 

yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan nya. 

b. Hadis 

ُّ ٌْ يَجِفَّ عَرَقُ ُِ قَثِمَ أَ 25أَعِطُىا انْأَجِيَر أَجِرَ  
“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah [No.2434] dari Ibnu Umar 

ra).
26

 

Al Munawi berkata: “yang dimaksud memberikan gaji 

sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk 

menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan 

itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering 

atau keringatnya telah kering”.
27

 

Menurut para ulama fiqh¸hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 

pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah seperti ini ada yang bersifat 

pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat 

serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, 
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buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk pekerjaan ini (buruh 

tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.
28

 

Kemudian juga diperkuat dengan kaidah fiqhiyah yang 

menyebutkan: 

ٌْ يَذُلَّ دَنِيِمٌ عَهَى تَحِرِيِمهَاالَأصِمُ فِي ا لُمعَايَهَحِ الِإتَاحَحُإلاَّ أَ  
Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk mu‟amalah 

adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah 

dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-

menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), 

perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti 

mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.
29

 

Dari beberapa dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa 

segala bentuk pekerjaan baik bersifat pribadi maupun bersifat 

serikat diperbolehkan asal jenis pekerjaan nya jelas dan ketika jasa 

yang diberikan tersebut telah selesai dilakukan maka musta‟jir 

wajib memberikan upahnya tanpa menunda-nunda. 

3. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam 

Rukun dalam keabsahan ujrah  ialah: 

a. „aqid (orang yang akad) 

b. ma‟qud „alaih (barang yang menjadi obyek akad) 

c. ujrah (upah), dan 

d. nafs al-„aqad (zat akad) 
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Sedangkan syarat dalam ujrah yaitu: 

a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.
30

 

b. Ma‟qud Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas. 

c. Ma‟qud Alaih (barang/jasa) harus dapat memenuhi secara 

syara‟. 

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara‟. 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, pembunuh bayaran, 

dan seorang muslim tidak boleh menyewakan rumah kepada 

non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut 

mereka, objek sewa menyewa diatas termasuk maksiat, 

sedangkan kaidah fiqh menyatakan: 

ىاجَى جَ رُ سْ رُى ى جَ جَ ى اسْ جَ سْ تِ جَ تِ   الاسْ تِ سْ جَ ارُ
Artinya: Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

31
 

 

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. 

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. 

g. Manfaat ma‟qud „alaih sesuai dengan keadaan yang umum.
32

 

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur‟an maupun as-Sunnah 

mengenai hal pengupahan adalah para musta‟jir harus memberi upah 

kepada mu‟jir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu‟jir 

harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

Para ulama sepakat meyatakan bahwa khamr dan khinzir tidak 

boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu 

tidak bernilai harta dalam islam.
33
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4. Klasifikasi Upah dalam Islam 

Dalam jurnal milik Edi Siswanto yang berjudul Analisis 

Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam di BMT As-Salam menjelaskan Upah 

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 

1) Upah yang sepadan (ujroh al-misli) 

Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Tujuan 

ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga 

kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya 

unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui 

tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam 

transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. 

2) Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma) 

Ujroh al-musamma adalah upah yang disebutkan pada 

awal transaksi, syaratnya ketika disebutkan harus disertai 

adanya kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak 

musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari 

apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak 

boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang 

telah disebutkan. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat 

melakukan transaksi,  maka upah tersebut merupakan upah 

yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan 
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atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka 

upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (ajrun misli).
34

 

Dari dua macam upah yang telah dijelaskan diatas maka 

musta‟jir harus memberikan upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan 

dan telah disepakati oleh mu‟jir pada saat melakukan akad. 

5. Hak Penerima Upah 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak 

ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib 

diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat 

yang diterimanya.
35

 

Adapun hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai 

berikut: 

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 

2) Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila 

terdapat kerusakan pada „ain (barang) sebelum dimanfaatkan 

dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi 

batal. 

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya 

berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu 

sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya. 

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 

belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat 

bayaran.
36

 

 

                                                           
       

34
 Edi Siswanto, Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam Pembiayaan Al-Qardh Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam di BMT As-Salam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 

2017, 15-16 

       
35

 Nidaul Wahidah, Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum 

Islam, (Maliyah) Vol 07 No. 01, Juni 2017, 12 

       
36

 Ibid, 13 



34 
 

 
 

Ketika jasa atau pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh 

musta‟jir maka mu‟ajir memiliki hak untuk mendapatkan upah dari 

hasil jasanya. 

6. Pembatalan dan Berakhirnya Upah 

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 

membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah 

merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 

mewajibkan fasakh. 

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa; 

2) Rusaknya barang yang disewakan; 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur alaih), seperti baju 

yang diupahkan untuk dijahitkan. 

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang 

telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
37

 

5) Akad Ijarah berakhir dengan iqallah (menarik kembali). Ijarah 

adalah akad mu‟awadhah. Disini terjadi proses pemindahan 

benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk iqallah, 

seperti pada akag jual beli. 

6) Mayoritas ulama berpendapat ijarah merupakan milk al-

manfaah (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. 

Inilah kiranya pendapat yang dapat diterima dan 

mendatangkan maslahah bagi semua pihak.
38

 

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata 

sepakat dalam perjanjian, baik dalam perjanjian sewa-menyewa 

barang maupun sewa-menyewa jasa. Dengan berakhirnya sewa-

menyewa ada kewajiban musta‟jir yaitu untuk mengembalikan barang 
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sewaan jika dalam akad sewa barang dan wajib memberikan upah jika 

dalam akad sewa jasa. 

B. Maqashid Syariah 

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia 

yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan 

hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemasalahatan 

bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi‟ 

(pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti 

keadilan, persamaan dan kemerdekaan. 

Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan 

main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan 

sembarangan (sungguh Maha suci Allah dari semua hal seperti ini), namun 

Allah mensyariatkan undang-undang dengan tujuan besar untuk 

kemaslahatan dunia dan akhirat.
39

 

Menurut Al-Ghazali dalam buku Ushul Fiqh 1 milik H. Musnad 

Rozin menyebutkan bahwa maslahah merupakan sebagai pengambilan 

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara 

tujuan syara‟. Pemeliharaan tujuan syara‟ yang dimaksud oleh Al-Ghazali 

adalah pemeliharaan lima hal pokok (al-Kulliyat al-Khams).
40

 

Ahmad Al Mursi Husain Jauhar dalam prakata dibuku miliknya 

menjelaskan, kemaslahatan dunia dibagi menjadi dua kategori baik secara 

manfaat maupun secara menolak kemudharatan. 
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1. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/pokok); kemaslahatan maqashid 

syari‟ah yang berada dalam urutan paling atas. 

2. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok); 

namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa 

dipisahkan. 

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat 

tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama 

dengan nama al-kulliyat al-khams (lima hal pokok/inti) yang mereka 

anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. 

1. Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya 

berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau 

tujuan senada. 

2. Menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs); illat (alasan) diwajibkannya hukum 

qisash, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. 

3. Menjaga akal (Hifdz Al-Aql); illat (alasan) diharamkannya semua 

benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. 

4. Menjaga harta (Hifdz Al-Mal); illat (alasan) pemotongan tangan 

untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap-menyuap, 

atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya. 

5. Menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl); illat (alasan) diharamkannya 

zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina).
41

 

 

Menurut Al-Syathibi pemeliharaan kelima kemaslahatan ini 

dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ibadah 

pemeliharaannya dilakukan dengan menanam dan meningkatkan keimanan 

atau yang dimaksud adalah memelihara agama. 

Pemeliharaan diri dan akal manusia dengan cara berbagai kegiatan 

adat, misalnya seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat 

tinggal. Dalam pemeliharaan keturunan dan harta dengan kegiatan 

muamalat dan berinterikasi sosial dengan sesama manusia. Pemeliharaan 

kelima maslahat ini dapat terwujud karena adanya ketentuan hukum 
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jinayat dan perintah menegakkan yang ma‟ruf dan mencegah yang 

mungkar.
42

 

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam 

keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia 

agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. 

Perlindungan ini sama seperti keadaan darurat harus memakan bangkai, 

atau karena ilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal 

tersebut. Adapun perantara atau sarana yang pelengkap atau berbeda 

dengannya, sedang pelaksanaan dan menjauhinya adalah wajib. 

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku Maqashid Syariah 

miliknya menjelaskan mengenai kategori kedua yang merupakan maslahat 

tidak inti, dan kemaslahatan dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Hajji (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan 

manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki 

penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi 

bagi hasil dan lain sebagainya. 

2. Tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk 

kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan 

seseorang menuju muru‟ah dan berjalan di atas metode yang lebih 

utama dan jalan yang lebih baik.
43

 

 

Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel dan ringan. 

Artinya ajaran Islam tidak menyulitkan dan membebani manusia (la 

yu‟assir an-nas). Islam sangat mempertimbangkan kondisi individu dan 

tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya.
44
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Sudah menjadi keyakinan setiap kaum muslim bahwa segala 

bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang-

undangan itu memiliki tujuan, yang secara umum demi kemaslahatan 

manusia di dunia maupun di akhirat yang dikenal dengan maqashidus-

syariah.
45

 

Al-Syathibi memiliki pandangan bahwa Allah SWT dalam 

menurunkan syariat (aturan hukum) memiliki tujuan yaitu untuk 

menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul 

mashalih wa dar‟ul mafasid), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-

aturan yang terdapat dalam syariah tidak hanya dibuat untuk syariah itu 

sendiri, melainkan juga dibuat untuk tujuan kemaslahatan. 

Al-Syathibi membagi maqashid dalam tiga tingkatan, yaitu: 

a. Dharurriyat (primer) yaitu untuk memelihara kebutuhan yang 

bersifat esensial bagi kehidupan manusia. 

b. Hajjiyyat (sekunder) yaitu kebutuhan yang bersifat tidak esensial, 

melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 

kesulitan hidupnya. 

c. Tahsiniyyat (terseier) yaitu kebutuhan yang menunjang 

peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan 

Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.
46

 

 

Para ahli ushul fiqh membagi maslahah kepada tiga tingkatan. 

a. Al-Maslahah Al-Dharurriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan 

dengan kebutuhan dasar manusia di dunia maupun di akhirat. 

Begitu penting kemaslahatan ini, jika luput dari kehidupan manusia 
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akan terjadi kehancuran, bencana, dan kerusakan pada hidup 

tatanan manusia. 

b. Al-Maslahah Al-Hajjiyat yaitu maslahat yang dibutuhkan manusia 

untuk dapat menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan 

menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. 

c. Al-Maslahah Al-Tahsiniyat yaitu maslahat yang sifatnya hanya 

sebagai pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dharurriyat 

dan hajiyat. Misalnya dalam ibadah dengan keharusan bersuci, 

menutup aurat, menggunakan pakaian yang bagus, dan memakai 

wewangian. 
47

 

Berbagai macam perlindungan yang telah disebutkan diatas hanya 

sebagai sarana untuk menjaga agama, kebutuhan serta kebaikan 

perekonomian dan kelangsungan hidup mereka dengan tujuan demi 

kemaslahatan hidupnya untuk tetap bertahan hidup guna menolak 

kehancuran atau kematian. 

 

C. Hukum Babi dalam Islam 

Dalam sebuah buku milik Enang Hidayat yang berjudul fiqih jual 

beli, Hanafiyah berpendapat bahwa babi (khinzir) hukumnya najis zatnya. 

Dalam masalah ini semua ulama telah menyepakatinya (ijma‟). 

Malikiyah berbeda pendapat mengenai hukum najis tidaknya. 

Mereka beranggapan bahwa khinzir dan sesuatu yang keluar darinya 

hukumnya suci. Mereka beralasan bahwa setiap binatang yang hidup itu 
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hukumnya suci. Akan tetapi Sahnun dan Ibnu Majisyun (keduanya salah 

seorang ulama Malikiyah) berlainan pendapat. Menurut keduanya, khinzir 

termasuk najis zatnya. Pendapatnya ini didukung pula oleh Al-Qurafi dan 

Abu Umar (keduanya sama-sama termasuk ulama Malikiyah). 

Syafi‟iyah berpendapat khinzir hukumnya najis zatnya 

sebagaimana dikatakan Ibnu Mundzir dalam Al-Ijma‟. Selanjutnya 

Nawawi berkata dalam Al-Majmu‟: “Khinzir hukumnya najis. Apabila 

anjing (al-Kalb) termasuk binatang najis, maka khinzir tentu lebih najis”. 

Hanabilah sepakat berpendapat bahwa khinzir hukumnya najis 

zatnya, menurut pendapat yang shahih najisnya khinzir ini sama dengan 

najisnya anjing (al-Kalb).
48

 

Selain itu juga babi diharamkan jika seorang muslim memakan 

babi tersebut. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 173 yang berbunyi: 

                        

                            
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
49
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Bukan hanya mengharamkan dagingnya untuk dikonsumsi, babi 

juga diharamkan untuk diternak maupun dijual. Seperti bunyi hadis 

menyebutkan: 
ِّ وَسَهَىُ قَالَ َّ رَسُىلُ الِله صَهَى الُله عَهَيِ ُْرَيِرَجَأَ ٍِ أَتِي  َّ الَله : عَ إِ

ُّ ًََُ ًََُهَا، وَحَرَّوَ انْخُِِزِيرَ وَثَ ًَيِتَحَ وَثَ ًََُهَا وَحَرَّوَ انْ ًِرَ وَثَ .حَرَّوَ انْخَ  
Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda: „Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil 

penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.‟” (HR. 

Abu Daud [3485])
50

 

 

Babi diharamkan dari seluruh tubuhnya serta hasil penjualannya 

karena babi mengandung banyak sekali jenis bakteri dan virus sehingga 

termasuk dalam golongan jenis najis berat. Seperti firman Allah dalam 

surat Al-An‟am ayat 145 yang berbunyi: 

                       

                     

                        
Artinya: “Katakanlah: „Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang 

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, 

atau darah yang mengalir atau daging babi, karena 

sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan 

terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha 

pengampun lagi maha penyayang‟.”
51
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Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW 

menyampaikan kepada kaum musyrikin yang mengharamkan berbagai 

makanan rezeki Allah kepada manusia. 

Katakanlah: Bahwa dalam wahyu yang diturunkan Allah tidak 

kutemukan yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia kecuali bangkai 

yaitu binatang yang matinya bukan karena disembelih yang ditentukan 

oleh tuntunan agama islam, dan darah yang mengalir. 

Ikrimah berkata, “Andaikan tiada ayat ini niscaya orang-orang 

akan mengambil darah-darah yang ada di dalam urat-urat sebagaimana 

yang terjadi pada kaum Yahudi.”
52

 

Babi termasuk dalam hewan yang diharamkan, maka dari itu babi 

merupakan hewan yang masuk ke dalam najis atau kotoran yang harus 

dibersihkan jika terkena bagian tubuh atau pakaian. Memang tidak 

disebutkan secara khusus mengenai cara membersihkan najis babi, namun 

najis babi harus dibersihkan dengan cara seperti membersihkan najis 

anjing karena babi disamakan dengan anjing yang merupakan hewan 

dengan kriteria najis berat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: 

ِّ وَسَهَىُ طُهُىرُ إََِاءِ أَحَذِكُىِ، إِرَا : قَالَ رَسُىلُ الِله صَهَى الُله عَهَيِ
َّ تِا نتُّرَابِ ُْ ُّ سَثِعَ يَرَّاخٍ، أُولَا ٌْ يَغِسِهَ ِّ انْكَهْةُ، أَ  وَنَغَ فِي

  

                                                           
       

52
 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, 

Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 332 



43 
 

 
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: „Cara 

mencuci wadah salah seorang di antara kalian, jika anjing 

menjilatinya, adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, kali 

yang pertama dengan tanah‟.” (HR. Shahih Muslim No. 651)
53

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa najis pada babi 

disamakan dengan najis anjing saat membersihkan atau mensucikan pada 

diri seorang muslim yang anggota tubuhnya terkena najis hewan tersebut 

dan tidak cukup hanya berwudhu seperti akan melakukan sholat saja, 

tetapi  membasuh dengan air sebanyak tujuh kali dan dengan 

menggunakan tanah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, 

dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.54
  

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam 

masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di Desa 

Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif  

yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau 

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti 

itu”.
55
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Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif dalam penulisan 

skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang 

sistematis dan akurat, mengenai upah pekerja muslim di peternakan babi. 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
56

 Data merupakan 

hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu 

peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data 

yang dimaksud ialah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.57 Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.58
 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparatur desa, 

pemilik dan pekerja di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab 

harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah.59 

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka 

sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk 

penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni 

berupa buku-buku yang membahas tentang upah sewa-menyewa jasa 

(ijarah/ujroh) dan kompilasi hukum ekonomi syari‟ah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi: 

1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang 

diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu”.60 

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain 

yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan 
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melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahsa dan 

ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal 

yang tidak diketahui.61 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dalam wawancara ini terdapat 

unsur kebebasan (wawancara tidak terpimpin), namun juga ada penentu 

pengarahan secara tegas dan memokok, serta pengontrolan, pengecekan, 

dan penilaian (unsur dalam wawancara terpimpin).62 

Dalam penelitian ini, untuk dapat mencapai apa yang diharapkan 

maka penelitian menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, untuk 

mewawancarai responden yaitu Bapak Minun selaku mu‟jir (orang yang 

menyewakan), Bapak Katiwuryono selaku musta‟jir (penyewa) dan Bapak 

Supri selaku Kepala Desa Selorejo. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai upah pekerja  yang diberikan dari pemilik 

peternakan babi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa yang lalu.63 Cara yang dilakukan peneneliti adalah dengan 

membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian 

untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat 
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hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, 

catatan kuliah, dan lain-lain.  

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. 

Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data.
64

 Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan 

cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang 

khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai 

sifat umum.
65

 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, 

peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di 

analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari 

informasi tentang Upah di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam 

Perspektif Maqashid Syariah kemudian ditarik kesimpulan umum.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur 

1. Profil Desa 

Semenjak berdirinya Desa Selorejo telah mengalami pergantian 

Kepala Desa sebanyak sebelas kali kepemimpinan. Pada Tahun 1941 

sampai dengan 1945, Desa Selorejo dipimpin oleh Arjo Sentono 

(Sanistat) yang pada waktu itu jumlah penduduknya sebanyak 1.200 

jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 220. 

Pada tahun 1942, Desa Selorejo belum memiliki nama seperti 

sekarang. Desa ini hanya disebut dengan nama bedeng (asrama) 

dengan nomor 52 berkode SR yang sampai sekarang Desa Selorejo ini 

dikenal dengan nama Bedeng Seket Loro (dalam Bahasa Jawa, dan jika 

di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Bedeng Lima Puluh 

Dua). Barulah pada tahun 1943 diberi nama Desa Selorejo yang 

diambil dari huruf SR yang mengandung arti S (Selo) yang berarti hulu 

dan R (Rejo) yang berarti ramai. Selorejo artinya desa yang memiliki 

kesuburan tanah menuju kemakmuran rakyatnya dengan 

keselamatan.
66

 Bagaikan batu makhluk hidup yang ada di Desa 

Selorejo. Pada tahun 1941 sampai dengan 1943 Desa Selorejo masuk 
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dalam wilayah Kecamatan Sekampung dan sekarang masuk wilayah 

Kecamatan Batanghari. 

Tabel 4.1 Sejarah Kepala Pemerintah Desa Selorejo
67

 

No. Nama Kepala Pemerintah Masa Kepemimpinan 

1. Suraji 1946-1951 

2. Sutopo 1952-1954 

3. Karisan  1955-1960 

4. Ahmad Dahanan 1961-1971 

5. Amat Sukemi 1972-1980 

6. Mukadi 1981-1991 

Pada masa kepemimpinan Bapak Mukadi tahun 1988 Desa 

Selorejo mengadakan pemekaran wilayah dusun, yang sebelumnya tiga 

dusun menjadi enam dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak Mukadi 

diberi nama Dukuan. Pada perkembangannya, Desa Selorejo kemudian 

terbagi menjadi 6 dusun dan 13 RT yaitu: 

a. Dusun I diberi nama Dusun Sumber Mulyo yang terdiri RT 1, RT 

2, dan RT 3. 

b. Dusun II diberi nama Dusun Sidodadi yang terdiri dari RT 4 dan 

RT 5. 

c. Dusun III diberi nama Dusun Sukorejo yang terdiri dari RT 6 dan 

RT 7. 

d. Dusun IV diberi nama Dusun Sumber Rahayu yang terdiri dari RT 

8 dan RT 9. 

e. Dusun V diberi nama Dusun Sidorejo yang terdiri dari RT 10 dan 

RT 11. 
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f. Dusun VI diberi nama Dusun Sukomakmur yang terdiri dari RT 12 

dan RT 13. 

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999, Desa Selorejo 

dipimpin oleh Bapak Maksum. Pada masa pemerintahan Bapak 

Maksum terdapat pemekaran wilayah Kabupaten yang diadakan oleh 

Pemerintah Daerah. Desa Selorejo yang sebelumnya termasuk dalam 

bagian wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekarang masuk menjadi 

Kabupaten Lampung Timur sampai dengan saat ini. Pada tahun 2000 

sampai dengan tahun 2007, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak 

Sukardi. Kemudian pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Desa 

Selorejo dipimpin oleh Bapak Mahmud Sugito. Lalu pada tahun 2014 

sampai dengan sekarang, Desa Selorejo dipimpin oleh Bapak 

Supriono.
68

 

2. Kondisi Geografis 

Desa Selorejo merupakan salah satu desa dari sekian banyak 

desa yang berada di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung 

Timur. Desa ini dibuka pada tanggal 15 Maret 1941 oleh Pemerintah 

Belanda yang dikenal dengan nama Kolonisasi. Pembukaan Desa 

Selorejo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa ini memiliki 

area luas wilayah selebar 404.663 Ha yang meliputi pemukiman seluas 

199.10 Ha, pertanian sawah atau irigasi seluas 191.03 Ha, tanah kering 

atau ladang seluas 14 Ha, tanah fasilitas umum seluas 0,50 Ha. Dengan 
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batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sribasuki Bedeng 

51 Kecamatan Batanghari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Sidodadi Bedeng 53 Kecamatan Sekampung, sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Bumi Mas Bedeng 42 Kecamatan Batanghari, dan 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbergede Bedeng 56 

Kecamatan Sekampung.
69

 

Berdasarkan dari jarak Desa dengan pusat Pemerintahan, Desa 

Selorejo memiliki jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 5 

Km, jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi sejauh 70 Km, dan jarak 

dari Ibu Kota Negara sejauh 457 kilometer. 

B. Profil Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

1. Peternakan Babi 

Mulanya peternakan babi di Desa Selorejo Bedeng 52 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini dimiliki oleh 

orang China yang berstatus warga negara Indonesia. Namun setelah 

berjalan sekitar 5 tahun peternakan babi ini tutup karena sistem 

manajemen yang kurang baik.
70

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Katiwuryono (37 

Tahun) selaku pemilik peternakan, beliau berinisiatif untuk membuka 

peternakan tersebut dengan mengelola kembali lokasi peninggalan 

peternakan babi sebelumnya yang sudah tutup selama 4 tahun dengan 
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menyewa tanah kepada pemilik dan merenovasi bangunan kandang 

babi di peternakan tersebut. Menurut Bapak Katiwuryono kandang-

kandang ini memiliki sistem udara yang kurang layak untuk 

pernapasan dari aktivitas babi di dalam nya, karena jarak dari lantai 

sampai dengan ke atap hanya berkisar sekitar 2,5 meter, maka dari itu 

Bapak Katiwuryono menambah atau meninggikan atap bangunan 1 

meter lagi menjadi 3,5 meter agar sirkulasi udara nya lebih bagus.
71

 

Peternakan babi ini masih dalam tahap pengembangan yang 

dimulai sejak bulan Mei 2019 dan sampai sekarang sudah berjalan 7 

bulan lamanya dengan memiliki lahan seluas 800 m
2
.
72

 Struktur 

organisasi dalam peternakan babi ini belum dimiliki, karena 

peternakan ini masih dalam tahap pengembangan dan selain itu juga 

surat izin usaha nya masih dalam proses. Sampai peneliti melakukan 

survey di lapangan pada tanggal 20 Desember 2019 peternakan ini 

sudah memiliki 124 ekor babi dengan jumlah kandang sebanyak 8 

plong yang di setiap plong nya memiliki 6 sekat kandang dengan 

ukuran 2 x 3 meter setiap sekat nya dan di taruh maksimal 6 babi di 

setiap sekat kandang dan akan bertambah jumlah kandang nya jika 

babi semakin bertambah banyak.
73
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Peternakan babi ini selain nantinya menjadi sebuah usaha di 

bidang jual beli babi yang dikirim ke dalam bahkan keluar kota, 

peternakan ini juga memiliki mesin daur ulang biogas dari limbah atau 

kotoran babi tersebut yang berada di dalam peternakan. Cara 

pengumpulan kotoran babi nya pun dari setiap kandang babi di bagian 

belakang nya diberikan aliran pembuangan menuju ke tempat 

pembuangan biogas, jadi kotoran nya cukup di semprot menggunakan 

air dan di arahkan ke aliran pembuangan itu, nantinya kotoran itu 

secara otomatis akan mengalir bersama air ke tempat pengumpulan 

limbah kotoran babi tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Katiwuryono, mesin 

daur ulang tersebut sudah mulai di rancang dan dibangun di dalam 

peternakan sejak bulan agustus 2019 lalu dan sekarang mesin tersebut 

sudah jadi dan siap untuk digunakan.
74

 Mesin tersebut mendaur ulang 

limbah atau kotoran babi di peternakan, kemudian hasil dari 

penggilingannya itu nanti akan menghasilkan biogas bahan bakar yang 

bisa digunakan untuk memasak layaknya seperti gas elpiji. Kemudian 

biogas tersebut akan dibagikan secara gratis kepada warga setempat di 

sekitar area peternakan babi itu.
75
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supri selaku Kepala 

Desa Selorejo, bahwa selama Bapak Katiwuryono mendirikan usaha 

peternakan babi ini yang bersangkutan sudah menemui pihak pamong 

untuk mendapatkan legalitas agar peternakan tersebut dinyatakan sah 

dan berdiri sesuai dengan peraturan yang ada. Usaha ternak babi 

tersebut dalam surat izin dari pihak desa lingkungan sudah lengkap, 

hanya saja izin operasional sedang dalam proses. Dalam menjalankan 

usaha ini tentu tidak sembarangan, harus ada prosedur dan tahap yang 

dilalui. Seperti salah satunya yang bersangkutan harus mendapatkan 

izin dari warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar 

peternakan babi tersebut, apakah warga merasa aman dan nyaman 

dengan adanya peternakan babi tersebut, tidak terganggu dengan bau 

atau limbah dari peternakan. Dan ternyata warga masyarakat 

mengizinkan adanya peternakan babi tersebut, karena ternyata limbah 

peternakan itu tidak ada yang tersisa, dalam arti limbah dari babi tidak 

mencemari lingkungan melainkan menghasilkan suatu manfaat dari 

limbahnya.
76

 

Dampak atau manfaat yang di dapatkan oleh warga masyarakat 

seperti hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa di atas, bahwa 

nantinya warga masyarakat sekitar peternakan itu akan mendapatkan 

biogas secara gratis dari Bapak Katiwuryono selaku pemilik dari 

peternakan babi. 
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2. Pengelolaan Peternakan Babi 

Sistem pengelolaan yang ada di peternakan babi ini, Bapak 

Katiwuryono selaku pemilik menggunakan jasa pekerja yang berstatus 

sebagai pegawai tidak tetap dan diberi tugas untuk memberi pakan, 

memandikan, membersihkan kandang, menjaga kesehatan babi, 

menjaga aktivitas babi, dan juga sebagai petugas keamanan dari 

peternakan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang terdapat pada 

bab 1, peneliti menjelaskan bahwa pekerja di peternakan babi ini 

terdapat dua orang yaitu Bapak Minun dan Bapak Seno, dimana 

masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Bapak Minun ditugaskan 

untuk memberi pakan, memandikan, membersihkan kandang, menjaga 

kesehatan babi dan juga menjaga aktivitas dari babi-babi tersebut. 

Sedangkan Bapak Seno memiliki tugas sebagai pihak keamanan atau 

satpam di peternakan tersebut. Namun para pekerja itu sudah tidak 

bekerja lagi di peternakan tersebut, baik Bapak Minun maupun Bapak 

Seno. 

Saat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak 

Katiwuryono apa alasan para pekerja tersebut berhenti bekerja dari 

peternakan ini. Bapak Katiwuryono menjelaskan, untuk Bapak Minun 

beralasan ingin merantau kepulau Jawa karena ditawarkan pekerjaan 

pada perusahaan makanan ringan oleh saudaranya. Dan untuk Bapak 



 
 

 
 

Seno berhenti bekerja karena beliau sudah membuka warung 

sembako.
77

 

Setelah para pekerja tersebut berhenti atau resign dari 

peternakan babi, Bapak Katiwuryono kemudian mencari pekerja lagi 

yang ditugaskan dengan tugas yang sama dengan pekerja sebelumnya. 

Namun bedanya, pekerja ini bertugas sekaligus sebagai pihak 

keamanan di peternakan babi karena sudah dibuatkan mess/tempat 

tinggal di dalam peternakan, jadi hanya satu pekerja saja yang bekerja 

dengan status pegawai tidak tetap. 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sugeng selaku pekerja 

yang baru di peternakan tersebut, ia mengatakan bahwa sudah mulai 

bekerja di peternakan babi sejak bulan oktober 2019. Bapak Sugeng 

merupakan pekerja rantau yang berasal dari Jawa Tengah yang 

dulunya merupakan rekan kerja dari Bapak Katiwuryono sendiri yang 

bekerja pada peternakan babi di Jawa Timur. Selama Bapak Sugeng 

masih bekerja dengan Bapak Katiwuryono di peternakan babi ini 

beliau tinggal di mess/tempat tinggal yang ada di dalam peternakan 

bersama dengan istrinya. 

Bapak Sugeng bekerja di peternakan ini karena di tawarkan 

oleh Bapak Katiwuryono untuk mengelola dan merawat dari babi-babi 

tersebut. Menurut Bapak Katiwuryono, Bapak Sugeng sudah sangat 
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berpengalaman dan ahli dalam mengelola dan merawat babi.
78

 Selain 

itu Bapak Sugeng mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan 

tak mampu bersaing untuk bekerja di daerah tempat tinggal asalnya 

karena beliau hanya mengandalkan ijazah SMP yang dimilikinya, jika 

adapun upah yang di dapatkan tidak mampu untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya sedangkan kebutuhan sehari-hari harus 

terpenuhi dan kebutuhan pokok yang semakin mahal. 

Bapak Sugeng bertugas untuk memberi pakan, memandikan, 

membersihkan kandang, menjaga kesehatan babi, menjaga aktivitas 

dari babi-babi tersebut dan juga sebagai pihak keamanan dari 

peternakan. Dalam memberikan pakan, babi-babi tersebut diberi 

makan sebanyak dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Dan 

jenis pakan yang diberikan merupakan jenis makanan kering seperti 

dedak dan jagung. Selain itu, untuk memandikan babi ini dilakukan 

setiap hari pada pagi hari dengan cara disemprot dengan menggunakan 

selang berukuran besar. Bapak Sugeng di berikan upah dengan sistem 

bulanan yang besaran nominalnya yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) setiap bulan nya.
79

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sugeng tersebut 

di atas dapat diketahui bahwa Bapak Sugeng selalu berinteraksi 

langsung dengan babi setiap harinya, mulai dari memberikan pakan, 
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merawat, memandikan, membersihkan kandang, dan juga menjaga dari 

aktivitas babi tersebut selama 24 jam utuh. 

Pandangan Hukum Islam mengenai kegiatan yang selalu 

berinteraksi dengan babi menjelaskan bahwa itu tidak boleh dilakukan 

karena babi najis zat nya, yang di khawatirkan jika air liur dari babi 

tersebut mengenai anggota tubuh dari pekerja di peternakan babi 

tersebut. 

C. Pemberian Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Selorejo Bedeng 

52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

Sistem pengupahan pekerja di peternakan babi Desa Selorejo 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini, Bapak 

Katiwuryono selaku pemilik atau musta‟jir memberikan upah dengan 

mempertimbangkan dari jenis dan tugas pekerjaan nya sehingga upah yang 

diberikan nya itu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan nya. Kemudian 

Bapak Katiwuryono dalam mengontrak pekerja walaupun bukanlah 

berstatus pegawai tetap, tetapi tetap saja menggunakan perjanjian kerja 

atau akad terlebih dahulu. 

Bapak Katiwuryono menuturkan bahwa upah yang diberikan 

sesuai dengan kesepakatan dengan pekerja atau mu‟jir adalah setiap satu 

bulan sekali pembayarannya. Untuk nominal upah yang diberikan 

musta‟jir kepada mu‟jir sudah mencapai UMR yaitu dalam setiap bulan 

nya diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upah yang 

diberikan ini merupakan uang modal untuk segala urusan di peternakan 



 
 

 
 

termasuk untuk pembayaran upah pekerja, dikarenakan peternakan babi ini 

belum ada proses jual-beli yang dapat menghasilkan keuntungan seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya peternakan masih dalam tahap 

pengembangan.
80

 

Pemberian upah yang dilakukan oleh Bapak Katiwuryono sudah 

sesuai dengan akad atau kesepakatan dengan Bapak Sugeng selaku pekerja 

di peternakan babi tersebut yang upah nya diberikan setiap tanggal 2 di 

setiap bulan nya dan diberikan secara lunas, tidak ditangguhkan atau 

dicicil dalam pemberian atau pembayaran upahnya. 

 

D. Analisis Maqashid Syariah Bagi Pekerja Muslim di Peternakan Babi 

Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur 

Islam merupakan agama yang mengatur segala ajaran dalam 

kehidupan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Manusia sebagai 

makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan 

bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi 

aktivitasnya. Salah satunya adalah membutuhkan pekerja yang tentunya 

pekerja itu akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan nya. upah 

merupakan harga yang dibayarkan kepada seseorang atas jasa dari 

pekerjaan nya. Dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan 
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aturan yang telah di atur dalam agama Islam, baik aturan yang telah di 

tetapkan dalam al-qur‟an maupun hadits. 

Ajaran Islam merupakan ajaran yang tidak menyulitkan dan 

membebani manusia (la yu‟assir an-nas). Islam sangat 

mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memksanya untuk 

melakukan sesuatu di luar kemampuannya yang disebut dengan maqashid 

syariah. Perlindungan ini semata-mata untuk menajaga kebutuhan serta 

kebaikan perekonomian dan kelangsungan hidup mereka dengan tujuan 

demi kemaslahatan hidupnya untuk tetap bertahan hidup guna menolak 

kehancuran atau kematian. 

Pandangan Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup seorang muslim 

adalah kebahagiaan dunia akhirat yang dicapai dalam kerangka 

peribadatan kepada Tuhan sehingga manusia harus selalu merasakan akan 

kebutuhan terhadap Tuhan. Hal ini merupakan kesadaran mikro untuk 

tidak berperilaku sesuka hati. Sementara dalam skala makro, manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 

nya sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain.
81

 

Selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut 

sebagai makhluk ekonomi. Sebab, setiap manusia tidak bisa terlepas dari 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapainya. Seseorang 

untuk memenuhi kebutuhannya jelas membutuhkan uang, uang dalam 
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ajaran Islam harus di dapatkan dengan cara yang baik dan benar, cara 

tersebut adalah dengan bekerja. 

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau 

buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan  (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003).
82

 Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling di utamakan 

adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. 

Dimana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip 

kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut 

dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan 

dalam memberikan upah pekerjanya.
83

 Dan juga saat pembayaran upah 

tidak boleh ditunda, yang dimaksud tidak boleh ditunda ialah, ketika 

selesai pekerjaan seseorang maka upah harus langsung diberikan tidak 

boleh ditunda. 

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan dapat diketahui bahwa 

pekerja yang bekerja di peternakan babi milik Bapak Katiwuryono ini 

merupakan seorang muslim. Alasan pekerja tersebut mau bekerja di 

peternakan babi ini karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi 

kebutuhan hidup rumah tangga nya mulai dari kebutuhan primer maupun 
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kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahal nya harga 

kebutuhan pokok. Pekerja menuturkan bahwa upah yang di dapatkan  dari 

bekerja di peternakan babi ini sangat mencukupi kebutuhan hidup rumah 

tangga nya. 

Berkaitan dengan hal ini dalam perspektif maqashid syariah atas 

upah pekerja muslim yang dilakukan di peternakan babi ini dapat dilihat 

dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh Al-Syatibi: 

1. Dilihat dari tingkatan dharurriyat, yaitu untuk memelihara 

kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
84

 

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja berdasarkan penelitian 

di lapangan dapat diketahui bahwa pekerja sulit bersaing untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan mengandalkan 

ijazah SMP, kalaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan pekerja sudah memiliki 

istri dan anak yang wajib di penuhi kebutuhan nya sebagai suami 

dan bapak. 

Upah yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi 

tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,00. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Sugeng, ia 

mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja di peternakan 

tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan Bapak Sugeng sebagai 
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seorang Muslim yang tetap melaksanakan kewajiban nya seperti 

sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. 

Akan tetapi bekerja di peternakan babi ini lebih banyak 

menimbulkan mudharat nya daripada menimbulkan manfaat. 

Secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses 

penjualan babi tersebut. Yang dimana sudah dijelaskan dalam 

pendapat kaidah fiqih bahwa sewa-menyewa dalam bentuk maksiat 

itu tidak boleh. 

2. Dilihat dari tingkatan Hajjiyat, yaitu untuk menghindarkan manusia 

dari kesulitan hidupnya.
85

 

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja bahwa upah yang di 

dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini mampu mencukupi 

kebutuhan hidup rumah tangga nya. Dengan bekerja di peternakan 

babi ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan 

anak nya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk 

makan, membelikan susu anak nya, dan lain-lain yang 

menghindarkan pekerja dari kesulitan hidupnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah 

yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi, dengan melihat 

kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah 

memenuhi tingkatan hajjiyat yakni menghindari dirinya dari 

kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak 
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terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi 

kewajiban nya sebagai seorang kepala rumah tungga yang di mana 

seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. 

3. Dilihat dari tingkatan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang 

menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di 

hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.
86

 

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja di 

peternakan babi ini pekerja sudah bertanggung jawab terhadap istri 

dan anak nya sebagai suami dan kepala rumah tangga. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

dengan bekerja di peternakan babi tersebut Bapak Sugeng tidak 

dikucilkan kehidupan nya di lingkungan masyarakat dan juga sudah 

melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim 

terlebih Bapak Sugeng sudah menjadi kepala keluarga yang 

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah pekerja 

Muslim di peternakan babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif maqashid 

syariah adalah: 
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1. Dalam tingkatan Dharurriyat hukumnya haram atau tidak di 

perbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah 

membantu dalam hal kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang 

menyebutkan bahwa sewa-menyewa dalam hal kemaksiatan itu tidak 

boleh. Selain itu juga bekerja di tempat ini lebih banyak menimbulkan 

mudharat dariapada manfaat yang di dapatkan karena selalu 

berinteraksi dengan babi. 

2. Dalam tingkatan hajjiyat dan tahsiniyyat bahwa pekerja muslim 

tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya 

hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja di 

peternakan babi tersebut pekerja sudah bertanggung jawab terhadap 

keluarganya  kemudian dari hasil pekerjaan nya pekerja memperoleh 

upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup nya 

dan  kebutuhan rumah tangga nya sehari-hari. 

Dari dua pendapat yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti 

mengambil kesimpulan dari pendapat yang pertama yaitu hukumnya 

haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan dharurriyat 

tetap harus di utamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama 

dapat merusak keimanan nya sebagai seorang muslim yang dimana babi 

dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaan nya 

selalu berinteraksi dengan babi. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil seluruh pembahasan yang terdapat pada 

bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah 

pekerja muslim di peternakan babi di tinjau dari perspektif maqashid 

syariah adalah haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan 

dharurriyat tetap harus di utamakan karena dengan bekerja di tempat ini 

semakin lama dapat merusak keimanan nya sebagai seorang muslim yang 

dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi 

pekerjaan nya selalu berinteraksi dengan babi. 

B. Saran 

1. Untuk pekerja muslim agar lebih baiknya untuk mecari pekerjaan lain 

yang sesuai dengan ajaran Islam agar hasil yang di dapatkan dari 

bekerja memperoleh keberkahan dari Allah SWT. 

2. Untuk pemilik peternakan dalam mencari pekerja di peternakan babi 

miliknya agar mencari seseorang yang kepercayaan nya sama dengan 

yang di anutnya. 

3. Untuk Pemerintah Desa agar lebih memperhatikan seluruh pekerja 

yang terdapat di Desa Selorejo. 
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(Study Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur) 

Alat Pengumpul Data 

(APD) 

A. Wawancara 

1. Wawancara Terhadap Pekerja Muslim (Bapak Minun dan Bapak 

Seno) 

a. Kapan mulai bekerja di peternakan babi? 

b. Alasan Bapak bekerja di peternakan babi? 

c. Apa saja yang Bapak kerjakan pada peternakan tersebut? 

d. Berapa kali memberikan pakan dalam sehari? 

e. Apa jenis pakan babi yang diberikan? 

f. Apakah babi tersebut dimandikan? 

g. Berapa kali sehari dan bagaimana cara memandikan nya? 

h. Berapakah upah yang Bapak dapatkan dari bekerja di peternakan 

tersebut? 

i. Jika Bapak ingin melaksanakan ibadah, seperti sholat, apakah 

bapak membersihkan diri terlebih dahulu sesuai dengan syariat 

Islam? 

2. Wawancara Terhadap Pemilik Peternakan (Bapak Katiwuryono) 

a. Nama dan umur Bapak? 

b. Sejak kapan Bapak memulai beternak babi? 

c. Struktur organisasi peternakan babi tersebut? 



 
 

 
 

d. Jumlah pekerja yang ada di peternakan tersebut? 

e. Sistem pengupahan yang dilakukan terhadap para pekerja? 

3. Wawancara Terhadap Bapak Kepala Desa (Bapak Supri) 

a. Apakah peternakan babi bapak katiwuryono ini sudah memiliki 

surat izin usaha dalam menjalankan usahanya? 

b. Dalam menjalankan usahanya apakah dampak yang di dapat dari 

peternakan terhadap lingkungan di sekitar peternakan babi 

tersebut? 

B. Dokumentasi 

1. Dokumentasi dengan para pekerja, pemilik peternakan, dan Kepala 

Desa 

2. Buku yang berhubungan dengan upah pekerja  
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